
Paragraph 5 . 

Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. 

(4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki 
BUMD, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi. 

(5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah 
dan/ atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada 
perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu 
lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa. 

(6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku 
ketentuan: 
a. disetujui oleh KPM atau RUPS luar biasa; 
b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; 
c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang 

berasal dari penyertaan modal Daerah; dan 
d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama. 

(7) BUMD memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah 
lain dalam rangka mendukung kerjasama dacrah. 

(8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada BUMD untuk 
melaksanakan kerja sama. 

saling 
Dae rah, 

BUMD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. 
Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah 
masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. 

(3) Pelaksanaan kerja sama BUMD dengan pihak lain merupakan kewenangan 

( 1) 

(2) 

Pasal94 

Paragraf 4 
Kerjasama 

(1) Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prmsip 
efisiensi dan transparansi. 

(2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa BUMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Paragraf 3 
Pengadaan Barang dan J asa 

Pasal93 

e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan 
f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi 

nasional. 
(4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 

ayat (3) ditetapkan oleh Direksi. 
(5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 

(dua) tab un setelah BUMD didirikan. 
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(6)Direksi . 

(1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan 
laporan tahunan. 

(2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang 
disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris. 

(3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan 
keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani 
bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris. 

(4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS. 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM 
atau RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
diterima. 

Paragraf 2 
Pelaporan Direksi BUMD 

Pasal97 

(1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan 
laporan tahunan. 

(2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada 
KPM atau RUPS. 

(3) Laporan triw ulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. 

(4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling 
lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup. 

(5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM 
atau RUPS. 

(6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani 
laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan 
alasannya secara tertulis. 

Bagian Ketiga 
Pela po ran 
Paragraf 1 

Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris 
Pasal96 

(1) BUMD dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri 
untuk pengembangan usaha dan investasi. 

(2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan 
jaminan, aset BUMD yang berasal dari hasil usaha BUMD dapat dijadikan 
jaminan untuk mendapatkan pinjaman. 

(3) Dalam ha! BUMD melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan. 

Paragraf 5 
Pinjaman 
Pasal 95 
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a.pemenuhan . 

(1) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah diatur dalam anggaran dasar. 
(2) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) digunakan untuk: 

Pasal 100 

BAB VIII 
PENGGUNAA LABA BUMD 

Bagi an Kesa tu 
Penggunaan Laba 

Perusahaan Umum Daerah 

Pasal99 
Laporan tahunan bagi perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai 
dengan keterituan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai 
perseroan terbatas. 

Paragraf 4 
Laporan Tahunan 

Perusahaan Perseroan Daerah 

Pasal98 
(1) Laporan tahunan bagi perusahaan urnurn Daerah paling sedikit memuat: 

a. laporan keuangan; 
b. laporan mengenai kegiatan perusahaan urnurn Daerah; 
c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial clan lingkungan; 
d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi 

kegiatan usaha perusahaan umum Daerah; 
e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh 

Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau; 
f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan 
g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun 

yang baru lampau. 
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling 

sedikit memuat: 
a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan 

tahun buku sebelumnya; 
b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; 
c. laporan arus kas; 
d. laporan perubahan ekuitas; dan 
e. catatan atas laporan keuangan. 

Paragraf 3 
Laporan Tahunan 

Perusahaan Umum Daerah 

(6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling 
lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM atau RUPS. 

(7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara 
tertulis. 

(8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada 
Menteri. 
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Pasal 104 . 

(1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai 
paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana 
cadangan. 

(2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan 
umum Daerah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. 

Pasal 103 

Dividen perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan 
penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM. 

Pasal 102 

(1) Perusahaan umum Daerah wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba 
bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. 

(2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan 
sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh 
persen) dari modal perusahaan umum Daerah. 

(3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berlaku apabila perusahaan umum Daerah mempunyai saldo laba yang 
positif. 

(4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal 
perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian 
perusahaan umum Daerah. 

(5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM 
dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan 
untuk keperluan perusahaan umum Daerah. 

(6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut 
memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam 
perhitungan laba rugi. 

Pasal 101 

a. pemenuhan dana cadangan; 
b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, 

pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang 
bersangkutan; 

c. dividen yang menjadi hak Daerah; 
d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas; 
e. bonus untuk pegawai; dan/ atau 
f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(3) KPM memprioritaskan penggunaaan la ba perusahaan umum Daerah untuk 

peningkatan kuantitas, kualitas,dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan 
dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan 
setelah dana cadangan dipenuhi. 

(4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun 
oleh KPM. 
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b.minimal . 

(1) BUMD dapat membentuk anak perusahaan. 
(2) Dalam membentuk anak perusahaan, BUMD dapat bermitra dengan: 

a. badan usaha milik negara a tau BUMD lain; dan/ a tau 
b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. 

(3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat: 
a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan 

publik dengan hasil opim paling rendah setara wajar dengan 
pengecualian; 

b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan 
pu blik dalam 1 (satu) tahun terakhir; 

c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan 
d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling 

sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara 
proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar. 

(4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan: 
a. disetujui oleh KPM atau RUPS; 

BAB IX 
ANAK PERUSAHAA BUMD 

Pasal 107 

(1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara 
menyisihkan sebagian laba bersih. 

(2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha 
mikro, usaha kecil, dan koperasi. 

Bagian Ketiga 
Penggunaan Laba BUMD 

Untuk Tanggung Jawab Sosial 

Pasal 106 

(1) Penggunaan laba perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengeriai 
perseroan terbatas. 

(2) Dividen perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah merupakan 
penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS. 

Pasal 105 

Bagian Kedua 
Penggunaan Laba 

Perusahaan Perseroan Daerah 

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya 
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut 
tetap dicatat dalam pembukuan perusahaan umum Daerah dan dianggap tidak 
mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya 
tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 104 
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c.kementrian . 

(2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang­ 
kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: 
a. BUMD; 
b. Pemerintah Daerah; dan/ atau 

BAB XI 
EVALUASI, RESTRUKTURISASI, 
PERUBAHAN BENTUK HUKUM, 

DA PRIVATISAST BUMD 
Bagian Kesatu 

Evaluasi BUMD 
Pasal 109 

(1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan 
realisasi. 

(1) Pemerintah Daerah dapat mernberikan penugasan kepada BUMD untuk 
mendukung perekonomian Dae rah dan menyelenggarakan fungsi 
kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan 
tujuan BUMD. 

(2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh 
pemberi penugasan dan BUMD sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM 
atau RUPS. 

(3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung 
dengan pendanaan. 

(4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa: 
a. penyertaan modal Daerah; 
b. subsidi; 
c. pemberian pinjaman; dan/ a tau 
d. hibah. 

(5) BUMD yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan 
pemisahan pem bukuan mengenai pen ugasan terse but dengan pem bukuan 
dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. 

(6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada 
KPM atau RUPS. 

(7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah. 

BABX 
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA BUMD 

Pasal 108 

b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai 
pemegang saham pengendali; 

c. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat; 
d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan 
e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari BUMD yang 

berasal dari penyertaan modal Daerah. 
(5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan 

kepemilikan saham BUMD dianak perusahaan dilakukan dengan persetujuan 
oleh KPM atau RUPS. 
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(2)Perubahan . 

Bagian Ketiga 
Perubahan Bentuk Hukum BUMD 

Pasal 113 

(1) BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum. 

(1) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau Restrukturisasi 
perusahaan. 

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan melalui: 
a. Restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajernen, 

operasional, sistem, dan prosedur; 
b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan BUMD 

untuk menetapkan arah dalam rangka pelalsanaan kewajiban pelayanan 
publik. 

Paragraf 2 
Cakupan Restrukturisasi 

Pasal 112 

(1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMD agar 
dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. 

(2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kinerja dan nilai BUMD; 
b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan 

Daerah; dan/ a tau 
c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada 

konsumen. 
(3) Restrukturisasi dilakukan terhadap BUMD yang terus menerus mengalami 

kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha BUMD. 
(4) Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, 

manfaat, dan resiko. 

Bagian Kedua 
Restrukturisasi 

Paragraf 1 
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi 

Pasal 111 

( 1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja BUMD. 
(2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh BUMD dan 

disampaikan kepada KPM atau RUPS. 
(3) Penilaian tingkat kesehatan BUMD menjadi dasar evaluasi BUMD. 
(4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri. 

Pasal 110 

c. kemen terian / lem bag a pemerin tah nonkemen terian. 
(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi: 

a. penilaian kinerja 
b. penilaian tingkat kesehatan;dan 
c. penilaian pelayanan. 

-37- 



b. Peru bah an . . . . . . . 

Perusahaan perseroan Daerah yang tidak dapat dilakukan Privatisasi meliputi: 
a. perusahaan perseroan Daerah yang bidang usahanya berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan hanya boleh dikelola oleh BUMD yang 100% 
(seratus persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah; 

Pasal 117 

Perusahaan perseroan Daerah yang dilakukan Privatisasi harus memenuhi 
kriteria: 
a. industri atau sektor usahanya kompetitif; atau 
b. industri atau sektor usaha yang unsur teknologinya cepat berubah. 

Pasal 116 

Privatisasi dilakukan dengan memperhatikan prinsip transparansi, kemandirian, 
akuntabilitas, pertanggung jawaban, dan kewajaran. 

Paragraf 2 
Prinsip Privatisasi dan Kriteria 
Perusahaan perseroan Daerah 

Yang Dapat Diprivatisasi 

Pasal 115 

(1) Privatisasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kinerja dan nilai 
tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam 
pemilikan saham pada BUMD yang berbentuk perusahaan perseroan Daerah. 

(2) Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk: 
a. memperluas kepemilikan masyarakat; 
b. meningkatkan efisiensi dan produktivitas; 
c. memperkuat struktur dan kinerja keuangan; 
d. menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif; 
e. menciptakan badan usaha yang berdaya saing dan berorientasi global; 

dan/ atau 
f. menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. 

Bagian Keempat 
Privatisasi 
Paragraf 1 

Maksud dan Tujuan Privatisasi 

Pasal 114 

(2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi. 

(3) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
atas: 
a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi 

perusahaan perseroan Daerah; dan 
b. perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi 

perusahaan umum Daerah. 
(4) Perubahan bentuk hukum BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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(2)Fungsi . 

(1) Pembubaran BUMD ditetapkan dengan Perda. 

Pasal 122 

(1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau 
lebih. 

(2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya. 

BAB XII 
PENGGABU GAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, 

DANPEMBUBARANBUMD 
Pasal 121 

( 1) Hasil Privatisasi dengan cara penjualan saham milik Daerah merupakan 
penerimaan Daerah. 

(2) Hasil Privatisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Daerah. 

Pasal 120 

(1) Privatisasi perusahaan perseroan Daerah dilakukan setelah mendapatkan 
persetujuan DPRD dan telah disosialisasikan kepada masyarakat. 

(2) Pihak terkait dalam Privatisasi diwajibkan menjaga kerahasiaan atas 
informasi yang diperoleh sepanjang informasi tersebut belum dinyatakan 
sebagai informasi yang terbuka untuk umum. 

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Paragraf 3 
Tata Cara Privatisasi 

Pasal 119 

( 1) Privatisasi dilaksanakan dengan cara: 
a. penjualan saham langsung kepada pelanggan; 
b. penjualan saham kepada pegawai BUMD yang bersangkutan; 
c. penjualan saham berdasarkan ketentuan pasar modal; dan/ a tau 
d. penjualan saham langsung kepada investor. 

(2) Dalam hal BUMD memiliki tujuan kemanfaatan umum, Privatisasi 
diprioritaskan dengan cara penjualan saham langsung kepada pelanggan. 

Pasal 118 

b. perusahaan perseroan Daerah yang bergerak di sektor tertentu yang oleh 
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah diberikan tugas khusus untuk 
melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan umum; 
a tau 

c. perusahaan perseroan Daerah yang bergerak dibidang usaha sumber daya 
alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan dilarang untuk dilakukan Privatisasi. 
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BAB XIV . 

(1) Dalam hal aset BUMD yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani 
kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset 
tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah 
tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan. 

(2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan 
untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat 
dimaksud. 

Pasal 126 

(1) BUMD dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

(2) Direksi perusahaan umum Daerah hanya dapat mengajukan permohonan 
kepada pengadilan agar perusahaan umum Daerah dinyatakan pailit setelah 
memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD. 

(3) Direksi perusahaan perseroan Daerah hanya dapat mengajukan permohonan 
kepada pengadilan agar perusahaan perseroan Daerah dinyatakan pailit 
setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD, untuk selanjutnya 
ditetapkan oleh RUPS. 

(4) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan 
kekayaan BUMD tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan 
terse but, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng 
atas kerugian dimaksud. 

(5) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi 
anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) 
tahun sebelum BUMD dinyatakan pailit. 

(6) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena 
kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung 
renteng atas kerugian dimaksud. 

BAB XIII 
KEPAILITAN BUMD 

Pasal 125 

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, 
dan pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan 
Terbatas. 

Pasal 124 

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD dilakukan 
berdasarkan hasil analisis investasi,penilaian tingkat kesehatan, dan hasil 
evaluasi BUMD. 

Pasal 123 

(2) Fungsi BUMD yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Kekayaan daerah hasil pembubaran BUMD dikembalikan kepada Daerah. 
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(1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola 
Perusahaan Yang Baik. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
pengawasan internal dan pengawasan eksternal. 

(3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
satuan pengaw as intern, komite, audit,dan/ a tau komite lainnya. 

(4)Pengawasan . 

Bagian Kedua 
Pengawasan BUMD 

Pasal 130 

melakukan fungsi 
Daerah atau unit 

( 1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis 
BUMD mempunyai tugas melakukan: 
a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan; 
b. pembinaan kepengumsan; 
c. pembinaan pendayagunaan aset; 
d. pembinaan pengembangan bisnis; 
e. monitoring dan evaluasi; 
f. administrasi pembinaan; dan 
g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. 

(2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang 
pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat 
kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD. 

Pasal 129 

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan BUMD pada 
kebijakan yang bersifat strategis. 

Pasal 128 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan BUMD. 
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: 

a. Sekretaris Daerah; 
b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan 

teknis BUMD; dan 
c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan 

atas permintaan Sekretaris Daerah. 

Pasal 127 

Paragraf 2 
Pembinaan BUMD oleh Pemerintah Daerah 

BAB XIV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BUMD 

Bagian Kesatu 
Pembinaan BUMD 

Paragraf 1 
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Pasal 136 . 

Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan BUMD dinyatakan masih 
tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan 
dalam Peraturan Daerah ini. 

BAB XVII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 135 

(1) Perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini dapat diubah menjadi BUMD; 

(2) Terhadap perusahaan perseroan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang kepemilikan saham dibawah 51 % (lima puluh satu persen), Daerah 
berkewajiban menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 
51 % (lima puluh satu persen). 

Pasal 134 

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi yang telah 
ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah 1111 tetap berlaku sampai 
dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud. 

BAB XVI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 133 

Pasal 132 
BUMD dapat berhimpun dalam asosiasi BUMD atau dengan nama lain. 

Pengurusan perusahaan perseroan Daerah dilakukan sesuai ketentuan dalam 
Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur mengenai perseroan terbatas. 

BAB XV 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 131 

(4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh: 
a. Pemerintah Daerah; 
b. Menteri untuk pengawasan umum; dan 
c. Menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian untuk 

pengawasan teknis. 
(5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan fungsi pengawasan. 
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NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI, PROVINS! JAMBI : 
( 7 l , ( se l I 2019 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang 
Hari. 

Pasal 137 

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 
(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 136 
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